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PUTUSAN
Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Kuantan Singingi,
Provinsi Riau, sebagai Pemohon;
melawan
TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten

Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23
Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk
Kuantan dengan register perkara Nomor  433/Pdt.G/2021/PA.TIk,
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 1993, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUANTAN TENGAH,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 557/19/X11/1993,
tertanggal 13 November 1993;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah kediaman bersama selama 29 TAHUN dan sudah di karuniai 4 anak
yang bernama :

- ANAK usia 26 tahun;
- ANAK usia 25 tahun;
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- ANAK usia 20 tahun;
- ANAK usia 16 tahun;

3. Bahwa sejak Februari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak Februari 2017 hukungan antara Pemohon dan Termohon
mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang
di sebabkan oleh termohon tidak menghargai pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2021
termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Termohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan
hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cg. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu rojl kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang
Pengadilan Agama Semarang ;

3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:
Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya.
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Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim terlebih dahulu mengarahkan
penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi dengan menunjuk Niva Resna,
S.Ag selaku Mediator untuk melakukan proses mediasi dalam perkara ini, akan
tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 27 Oktober 2021, proses
mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa setelah proses mediasi, Pemohon dan Termohon tidak pernah
datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
kuasanya, meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran
Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan dan halangan
yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala
hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu

kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut
Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam
perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara
di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang
secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara,

perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam
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bidang perkara perkawinan dan Termohon berdomisili di Desa Kota Taluk,
Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau yang
merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan berdasarkan
Pasal 142 R.Bg jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka secara relatif Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan
(4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Majelis Hakim di persidangan telah berupaya
mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan
Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Niva Resna, S.Ag
dan berdasarkan Laporan Mediator Tentang Hasil Mediasi tanggal 27 Oktober
2021, upaya perdamaian dalam proses mediasi telah dilaksanakan dan mediasi
dinyatakan berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Pemohon dan Termohon
tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil
secara patut dan sah sebanyak dua kali dan tidak pula ternyata bahwa ketidak
hadiran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah;
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Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Pemohon tersebut Majelis
Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan
permohonannya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg,
perkara ini dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas
maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah oleh kami Genius
Virades, S.H. sebagai Ketua Majelis, Achmad Sutiyono, S.H.I dan Resa
Wilianti, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kamariah,

S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis
TTD. TTD.
Achmad Sutiyono, S.H.I Genius Virades, S.H.

Hakim Anggota

TTD.
Resa Wilianti, S.H., M.H
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Panitera Pengganti

TTD.
Kamariah, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000.00
JUMLAH : Rp320.000,00

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
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